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 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA 

NOMOR     3    TAHUN 2008 
 

TENTANG 
 

RETRIBUSI TARIF PELAYANAN KESEHATAN PUSKESMAS  
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
  

BUPATI KOLAKA UTARA, 
 
Menimbang :     a.  bahwa berdasarkan pasal 18 ayat (4) Undang–Undang Nomor 34 

Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 
Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka dirasa 
perlu mengadakan pengaturan dibidang Retribusi Daerah sesuai 
dengan semangat Otonomi Daerah; 

 
b. bahwa Retribusi Tarif Pelayanan Kesehatan Puskesmas merupakan 

salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang penting guna 
membiayai penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan 
pembinaan masyarakat di Kabupaten Kolaka Utara;  

 
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud dalam huruf 

a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka 
Utara tentang Retribusi Tarif Pelayanan Kesehatan Puskesmas; 

 
Mengingat  :   1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 

 
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495); 

 
3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4048); 

 
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan 

Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka 
Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4339); 

 
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4389); 

 
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang  Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 
2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
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Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 

 
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

 
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139); 

 
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);  

 
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 

Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ( Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Indonesia Nomor 4737 ); 

 
11. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 

279/Menkes/SK/IV/2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Upaya 
Keperawatan Kesehatan masyarakat di Puskesmas; 

 
12. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 

425/Menkes/SK/VI/2006 tentang Pedoman Kebijakan Dasar balai 
Kesehatan Masyarakat; 

 
13. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 

332/Menkes/SK/V/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan 
Pemeliharaan Kesehatan Masyarkat Miskin 

 
 

Dengan Persetujuan Bersama 
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA 
dan 

BUPATI KOLAKA UTARA 
 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan  : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA 
TENTANG RETRIBUSI TARIF PELAYANAN KESEHATAN 
PUSKESMAS. 

 
BAB I 

KETENTUAN UMUM 
Pasal 1 

 
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 
 
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kolaka Utara. 
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2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Utara. 
 
3. Bupati adalah Bupati Kolaka Utara. 
 
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka Utara. 
 
5. Peraturan Daerah adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan 

Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 
 
6. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara. 
 
7. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, 

Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah 
dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, 
koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha 
tetap serta bentuk badan usaha lainnya. 

 
8.  Wajib Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan menurut Peraturan Perundang-

undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi. 
 
9. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah 

sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan 
dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau 
badan.  

 
10. Retribusi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran 

atas pelayanan kesehatan di puskesmas/balai pengobatan, Puskesmas keliling, 
Rumah Sakit Umum Daerah, tidak termasuk pelayanan pendaftaran. 

  
11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat 

Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang. 
 
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB 

adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang, 
jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya 
sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar. 

 
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB 

adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi 
karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau yang 
tidak seharusnya terutang. 

 
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat 

SKRDKBT, adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi 
yang ditetapkan. 

 
15. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk 

melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau 
denda. 

 
16. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat 

Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT 
yang diajukan oleh Wajib Retribusi. 

 
17. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan 

kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan 
kesehatan lainnya. 
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18. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan pasien untuk observasi, diagnosis, 

pengobatan, rehabilitasi medik dan atau kesehatan lainnya dengan menempati tempat 
tidur. 

   
19. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan pada pasien untuk observasi, perawatan, 

diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau kesehatan lainnya dengan 
menempati tempat tidur. 

 
20. Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus 

diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau cacat. 
 
21. Pusat Kesehatan Masyarakat adalah pelayanan kesehatan oleh puskesmas yang 

merupakan instansi kesehatan daerah yang mempunyai kunjungan rawat jalan dan 
atau rawat inap. 

 
22. Puskesmas Pembantu adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh puskesmas 

pembantuan sebagai perpanjangan jangkauan pelayanan kesehatan. 
 
23. Poliklinik Desa adalah tempat pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh bidan desa 

disuatu wilayah desa. 
 
24. Puskesmas keliling adalah pelayanan kesehatan oleh puskesmas dengan 

menggunakan kendaraan roda 4 (empat), kendaraan roda 2 (dua) atau transportasi 
lainnya dilokasi yang jauh dari sarana pelayanan yang ada. 

 
25. Keluarga Miskin adalah keluarga yang tidak mampu secara ekonomi baik dari segi 

makanan, menyekolahkan anak dan pemeliharaan kesehatan.. 
 
26. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan 

mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan 
kewajiban daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah. 

 
27. Penyidik tindak pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang 

di lakukan penyidik pegawai Negeri sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk 
mencari serta mengumpulkan bukti,yang dengan bukti itu membuat terang tindak 
pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi dan menemukan tersangkanya.  

 
 

BAB II 
 

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI 
Pasal 2 

 
Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut Retribusi atas jasa pelayanan di Puskesmas, 
Puskesmas Pembantu, Poliklinik Desa, Balai Kesehatan Rakyat (Bakesra), Pos Kesehatan 
Desa (Poskesdes) oleh Pemerintah Daerah. 
 

Pasal 3 
 

(1) Obyek Retribusi adalah pelayanan kesehatan yang meliputi: 
a. pelayanan kesehatan di Puskesmas; 
b. pelayanan kesehatan pada Puskesmas Pembantu,  
c. pelayanan kesehatan di Poliklinik Desa (Polindes); 
d. pelayanan kesehatan di Balai Kesehatan Rakyat (Bakesra); 
e. pelayanan kesehatan di Pos Kesehatan Desa (Poskesdes); 
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(2) Tidak termasuk obyek retribusi adalah : 
a. pelayanan Pendaftaran; 
b. pelayanan Kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten 

Kolaka Utara selama jam kantor. 
 

Pasal 4 
 

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang mendapatkan jasa 
pelayanan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Poliklinik Desa (Polindes), Balai 
Kesehatan Rakyat (Bakesra) dan Pos Kesehatan Desa (Posksdes) dari Pemerintah Daerah. 

 
BAB III 

GOLONGAN RETRIBUSI 
 

Pasal 5 
 

Retribusi Pelayanan Kesehatan puskesmas termasuk Golongan Retribusi Jasa Umum.  
 

BAB lV 
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA 

 
Pasal 6 

 
Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan frekuensi pelayanan kesehatan yang 
diberikan kepada pasien atau masyarakat. 

 
 

BAB V 
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN, STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF 

RETRIBUSI 
 

Pasal 7 
 

(1) Prinsip dan sasaran dalam Penetapan struktur dan besarnya Retribusi didasarkan 
pada tujuan untuk menutupi sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan 
Pelayanan Kesehatan dengan pertimbangan kemampuan masyarakat dan aspek 
keadilan. 

 
(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk biaya Investasi prasarana, Biaya 

Operasional dan pemeliharaan. 
 
(3) Prinsip dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) adalah sebagai berikut : 
a. Pelayanan Rawat Jalan kesehatan Dasar dan pelayanan Rawat Jalan Rujukan 

Puskesmas adalah untuk membiayai sebagian biaya penyelenggaraan pelayanan 
sesuai dengan kemampuan masyarakat; 

b. Pelayanan Rawat Tindakan Khusus :. 
1) Perawatan sederhana adalah untuk membiayai sebagian dari biaya 

penyelenggaraan pelayanan sesuai kemampuan masyarakat; 
2) Perawatan sedang untuk membiayai separuh dari biaya perawatan, dan 
3) Perawatan besar didasarkan pada tujuan untuk sepertiga dari biaya 

perawatan dengan memperhatikan kemampuan masyarakat. 
 

BAB VI 
 

STRUKTUR DAN BESARNYA 
 RETRIBUSI 

 



 
 

 
File:Tarif Pel.PUSKESMAS (MIMIN KOE) perubahan 
Folder : RAPERDA PERUBAHAN 2007 

 

6

Pasal 8 
 

(1) Struktur besarnya Retribusi digolongkan berdasarkan jenis Pelayanan Kesehatan  
 
(2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi digolongkan berdasarkan jenis pelayanan 

kesehatan ditetapkan sebagai berikut: 
 

a. Puskesmas Perawatan dan Non Perawatan 
 
1. Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan tidak termasuk obat 

− Perawatan luka     Rp.  10.000,- 
− Penjahitan luka setiap jahitan   Rp.    5.000,- 
 

2. Gigi dan mulut 
− Tindakan tambal gigi tetap/dewasa  Rp.  25.000,- 
− Tindakan tambal sementara/dewasa   Rp.  10.000,- 
− Tindakan tambal gigi susu/anak   Rp.    7.500,- 
− Tindakan Scalling/pembersihan per gigi Rp.    2.000,- 
− Tindakan pencabutan per gigi   Rp.  20.000,- 
 

3. Tindakan medis lainnya 
− Rechtal tocher     Rp.  15.000,- 
− Vaginal Toucher      Rp.  15.000,- 
− Spooling Telinga     Rp.  15.000,- 
− Pasang Infus     Rp.  15.000,- 
− Katerisasi urine     Rp.  20.000,- 
− Pemasangan Sonde Lambung   Rp.  25.000,- 
 

4. Tindakan Laboratorium 
− Pemeriksaan golongan darah   Rp. 15.000,- 
− Pemeriksaan HB     Rp. 15.000,- 
− Pemeriksaan Dahak    Rp. 20.000,- 
− Plano test      Rp. 25.000,- 
− GDS       Rp. 25.000,- 
 

5. Pemakaian Oksigen per liter    Rp.   5.000,- 
 
6. Biaya rujukan pasien ke tempat rujukan Rp. 6.000,-/km dengan menggunakan 

mobil ambulans puskesmas.  
 
7. Mengantar mayat sampai ke tujuan dengan menggunakan mobil jenazah 

biayanya 2 (dua) kali lebih besar dari biaya rujukan pada nomor 6 (enam). 
 

8. Tindakan khusus kasus kebidanan 
− Kuralase      Rp.300.000,- 
− Manual Plasenta     Rp.200.000,- 
− Persalinan dengan penyulin   Rp.350.000,- 
 

b. Pengujian Kesehatan 
1. Pelajar       Rp.    5.000,- 
2. Umum       Rp.  20.000,- 

 
 
c. Pengujian Kesehatan Lengkap Calon  

Jemaah Haji       Rp.100.000,- 
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f. Biaya perawatan rawat inap di puskesmas perawatan/puskesmas non perawatan 
sebesar Rp. 40.000,-/malam tidak termasuk biaya makan; 

 
BAB VII 

PENGLOKASIAN RETRBIBUSI 
 

Pasal 9 
 

Pengelolaan pembagian retribusi pelayanan kesehatan ditentukan sebagai berikut: 
1. Jasa sarana dan peralatan 60 % dari pungutan retribusi pelayanan tersebut sebagai 

setoran langsung ke kas Pemerintah Daerah untuk PAD; 
 
2. Jasa pelayanan petugas kesehatan 40 % dari pungutan retribusi pelayanan dengan 

ketentuan sebagai berikut : 
 

a) Jasa manajemen (manajemen vie) 10 % 

b) Jasa Medis 40 %; 

c) Jasa Non Para Medis 20 %; 

d) Paramedis 30 %. 

 
BAB VIII 

WILAYAH PEMUNGUTAN 
 

Pasal 10 
 

Retribusi dipungut di Wilayah Kabupaten Kolaka Utara. 
 
 

BAB lX 
SAAT RETRIBUSI TERUTANG 

 
Pasal 11 

 
Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang 
dipersamakan. 
 

BAB X 
SURAT PENDAFTARAN 

 
Pasal 12 

 
(1) Berdasarkan Retribusi Wajib mengisi SPdORD. 
 
(2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan 

lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya. 
 
(3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah. 
 

BAB Xl 
PENETAPAN RETRIBUSI 

 
Pasal 13 

 
(1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) ditetapkan 

retribusi terutang dengan menertibkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. 
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(2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau data yang 
semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan sejumlah retribusi yang 
terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT. 

 
 

BAB XIl 
TATA CARA PEMUNGUTAN 

 
Pasal 14 

 
(1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan. 
 
(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang 

dipersamakan dan SKRDKBT. 
 

BAB XIIl 
SANKSI ADMINISTRASI 

 
Pasal 15 

 
Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, 
dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari 
besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau yang bayar dan ditagih dengan 
menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD). 
 
 

BAB XIV 
TATA CARA PEMBAYARAN 

 
Pasal 16 

 
(1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus. 
 
(2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak 

diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD. 
 
(3) Tata cara pembayaran, tempat pembayaran, penundaan pembayaran retribusi diatur 

dengan Keputusan Kepala Daerah. 
 

BAB XV 
TATA CARA PENAGIHAN 

 
Pasal 17 

 
(1) Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD, SKRDKB, SKRDKBT, STRD, Surat 

Keputusan Keberatan dan Keputusan Banding yang tidak atau kurang bayar oleh wajib 
retribusi pada waktunya dapat ditagih dengan surat paksa. 

 
(2) Penagihan retribusi dengan surat paksa dilaksanakan berdasarkan Peraturan 

Perundang-undangan yang berlaku. 
 

BAB XVl 
KEBERATAN 

 
Pasal 18 

 
(1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau 

pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT 
dan SKRDLB. 
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(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan-alasan 

yang jelas. 
 
(3) Dalam hal wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi secara 

jabatan, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi 
tersebut. 

 
(4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal 

SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang 
ditertibkan, kecuali wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak 
dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya. 

 
(5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dan (3) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan. 
 
(6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan 

penagihan retribusi. 
 

Pasal 19 
 

(1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat 
keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan. 

 
(2) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau 

sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang. 
 
(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala 

Daerah tidak memberikan suatu keputusan, maka keberatan yang diajukan tersebut 
dianggap dikabulkan. 

 
BAB XVIl 

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN 
 

Pasal 20 
 

(1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan 
pengembalian kepada Kepala Daerah. 

 
(2) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya 

permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) harus memberikan keputusan. 

 
(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui Kepala Daerah 

tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran 
Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 
1 (satu) bulan. 

 
(4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran 

Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk 
melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut. 

 
 
(5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRLB. 
 
(6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu 

2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Kepala Daerah atau pejabat memberikan 
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imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran 
kelebihan Retribusi. 

 
Pasal 21 

 
(1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi diajukan secara tertulis 

kepada Kepala Daerah sekurang-kurangnya dengan menyebutkan : 
a. nama dan alamat wajib retribusi; 
b. masa retribusi; 
c. besarnya kelebihan pembayaran Retribusi; 
d. alasan yang jelas. 

 
(2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi disampaikan secara 

langsung atau melalui pos tercatat. 
 
(3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan 

bukti saat permohonan diterima oleh Kepala Daerah. 
 

Pasal 22 
 

(1) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan dengan Surat Perintah 
Membayar kelebihan Retribusi. 

 
(2) Apabila kelebihan pembayaran Retribusi diperhitungkan dengan utang Retribusi 

lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (4), pembayarannya dilakukan 
dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti 
pembayaran. 

 
 

BAB XVIIl 
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI 

 
Pasal 23 

 
(1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan 

retribusi. 
 
(2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi, antara lain 
untuk mengangsur. 

 
(3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala 

Daerah. 
  
 

BAB XlX 
KADALUWARSA PENAGIHAN 

 
Pasal 24 

 
(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka 

waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali retribusi 
melakukan tindak pidana dibidang retribusi. 

 
(2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  tertangguh, 

apabila : 
a. diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa, atau 
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b. ada pengakuan utang retribusi dan wajib retribusi baik langsung maupun tidak 
langsung. 

 
BAB XX 

KETENTUAN PENYIDIKAN 
 

Pasal 25 
 

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi 
wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana 
dibidang retribusi daerah. 

 
(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : 

a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti kekurangan atau laporan 
berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah; 

b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau 
badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak 
pidana retribusi daerah tersebut; 

c. menerima keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan 
dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah; 

d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan 
dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah; 

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, 
pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap 
barang bukti tersebut; 

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak 
pidana dibidang retribusi daerah; 

g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada 
saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau 
dokumen yang dibawah sebagaimana dimaksud pada huruf e; 

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang Retribusi 
daerah; 

i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka 
atau saksi; 

j. menghentikan penyidikan, dan 
k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana 

dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.  
 

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya 
penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai 
dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang 
Hukum Acara Pidana. 

 
 

BAB XXl 
KETENTUAN PIDANA 

 
Pasal 26 

 
(1)  Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dapat diancam 

dengan Pidana Kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak      
Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).  

 
 
(2)   Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran. 
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BAB XXIl 
KETENTUAN PENUTUP 

 
Pasal 27 

 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengudangan Peraturan Daerah ini 
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara.                 

Ditetapkan di Lasusua  
pada tanggal    16 Januari  2008 

   BUPATI KOLAKA UTARA, 

             RUSDA MAHMUD 
Diundangkan di Lasusua 
pada tanggal   16 Januari   2008 
 
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA, 
  
 
 
 

H. AMIR BADI 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2008 NOMOR 03 


